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2. Pengelolaan Kesehatan adalah penerapan tata kelola
terhadap upaya Kesehatan dan sumber daya Kesehatan
yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan
pemerintah desa secara terpadu dan saling mendukung
guna menjamin tercapainya derajat Kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya.

3. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan
derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif,
preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

4. Sumber Daya Kesehatan adalah segala sesuatu yang
diperlukan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/ atau masyarakat.

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kesehatan.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

8. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelen ggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Kesehatan bertujuan untuk:
a. mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan
perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat; dan

b. meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan
pelayanan Kesehatan yang efektif, efisien, bermutu, dan
terjangkau.
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Pasal 6

(1) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
terdiri atas penyelenggaraan Upaya Kesehatan
perseorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat.

(21 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan

lanjut usia;
b. Kesehatanpenyandangdisabilitas;
c. Kesehatan reproduksi;
d. keluarga berencana;
e. gizi;
f. Kesehatan gigi dan mulut;
g. Kesehatan penglihatan dan pendengaran;
h. Kesehatan jiwa;
i. penanggulangan penyakit menular dan

penanggulangan penyakit tidak menular;
j. Kesehatan keluarga;
k. Kesehatan sekolah;
1. Kesehatan kerja;
m. Kesehatan olahraga;
n. Kesehatanlingkungan;
o. Kesehatan matra;
p. Kesehatan bencana;
q. pelayanan darah;
r. transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, terapi

berbasis sel dan/atau sel punca, serta bedah plastik
rekonstruksi dan estetika;

s. pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi, alat
Kesehatan, dan perbekalan Kesehatan rumah tangga;

t. pengamanan makanan dan minuman;
u. pengamanan zat adiktif;
v. pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
w. pelayanan Kesehatan tradisional; dan
x. Upaya Kesehatan lainnya.

(3) Upaya Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf x ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan pembangunan bidang
Kesehatan.

(4) Upaya...
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(41 Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dalam bentuk pelayanan diselenggarakan melalui
pelayanan Kesehatan primer dan pelayanan Kesehatan
lanjutan.

Pasal 7

(1) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 terdiri atas:
a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
b. sumber daya manusia Kesehatan;
c. perbekalan Kesehatan;
d. sistem informasi Kesehatan;
e. teknologi Kesehatan;
f. pendanaan Kesehatan; dan
g. sumber daya lain yang diperlukan.

(21 Sumber daya lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Menteri sesuai
dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan
bidang kesehatan.

(3) Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan
Upaya Kesehatan.

Pasal 8

Selain terhadap Upaya Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pengelolaan
Kesehatan juga dilakukan pada kondisi kejadian luar biasa dan
wabah.

Pasal 9

Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan melalui penetapan kebijakan, perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Penetapan Kebijakan

Pasal 1O

(1) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ditujukan sebagai acuan dalam penyelenggaraan
Pengelolaan Kesehatan.
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(21 Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
bentuk peraturan perundang-undangan atau selain
peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 1

(1) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian
dan lembaga pemerintah nonkementerian.

(21 Kewenangan kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi serta secara
terkoordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (21 menetapkan kebijakan daerah untuk
menyelenggarakan Pengelolaan Kesehatan di daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota dalam menetapkan kebijakan daerah
terkait Pengelolaan Kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), wajib berpedoman pada kebijakan yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

(1) Pemerintah Desa menyelenggarakan Pengelolaan
Kesehatan yang menjadi kewenangan desa dengan
berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat dan kebijakan daerah yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota.

(21 Pemerintah Desa dapat menetapkan kebijakan dalam
upaya Pengelolaan Kesehatan sesuai kewenangan desa.

(3) Kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 17

(1) Pemerintah Desa menetapkan:
a. rencana pembangunan jangka menengah desa;
b. rencana kerja Pemerintah Desa; dan
c. alokasi anggaran desa.

(21 Rencana kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b disusun oleh Pemerintah Desa
sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah desa dan berpedoman pada rencana induk
bidang Kesehatan serta mempertimbangkan
permasalahan Kesehatan, ketersediaan sumber daya di
desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 18

Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan dilakukan melalui
pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan
Pemerintah Desa serta pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antar
kementerian/lembaga dan pihak terkait.

Bagian Kelima
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 19

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah
Desa melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
pengelolaan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan secara terstruktur dan rutin sesuai dengan
tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

(21 Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Upaya
Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk perbaikan
pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan secara berkelanjutan.
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Pasal 20

(1) Pemerintah Pusat berwenang memberikan teguran lisan,
teguran tertulis, dan pemberian disinsentif kepada
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi:
a. pen5rusunan perencanaan pembangunan Kesehatan

bertentangan dengan rencana pembangunan jangka
panjang nasional, rencana pembangunan jangka
menengah nasional, rencana induk bidang Kesehatan,
dan rencana kerja pemerintah;

b. pelaksanaan Upaya Kesehatan dan Sumber Daya
Kesehatan di daerah tidak sesuai dengan strategi
pembangunan nasional;

c. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan capaian
sasaran pembangunan Kesehatan; dan/atau

d. terdapat ketidakpatuhan dalam pelaporan realisasi
anggaran Kesehatan.

(21 Teguran lisan, teguran tertulis, dan pemberian disinsentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT,

PEMERINTAH DAERAH, DAN PEMERINTAH DESA

Pasal 21

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah
Desa bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
Pengelolaan Kesehatan dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyelenggaraan Pengelolaan
Kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(21 Tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam tanggung jawab
kementerian/lembaga.

(3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perLrndang-undangan.
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(4) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah
Daerah kabupatenlkota juga bertanggung jawab untuk
pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan dalam
penyelenggaraan Upaya Kesehatan terutama Upaya
Kesehatan yang menjadi program prioritas pemerintah.

(5) Uraian tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam tanggung jawab penyelenggara pemerintahan
dalam Pengelolaan Kesehatan tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.

(6) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dalam rangka
penguatan sistem Kesehatan.

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21, Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
memastikan akses, cakupan, pemerataan, keamanan dan
mutu pelayanan Kesehatan dengan biaya yang terjangkau.

(21 Untuk memastikan akses, cakupan, pemerataan,
keamanan dan mutu pelayanan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat memperkuat
kebijakan afirmasi di daerah terpencil, tertinggal,
perbatasan, dan kepulauan dengan didasarkan pada
pemetaan kemampuan fiskal daerah dan prioritas
masalah Kesehatan daerah.

(3) Kebijakan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21

mencakup aspek penguatan:
a. fasilitas pelayanan Kesehatan;
b. sumber daya manusia Kesehatan;
c. perbekalan Kesehatan;
d. sistem informasi Kesehatan;
e. teknologi Kesehatan;
f. pendanaan Kesehatan; danlatau
g. implementasi program prioritas.

(41 Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Daerah kabupaten/kota mendorong
partisipasi masyarakat termasuk swasta dalam
memastikan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan.

BAB IV. . .
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BAB IV
KOORDINASI DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN

DI BIDANG KESEHATAN

Pasal 23

Dalam rangka pembangunan Kesehatan diperlukan koordinasi
dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kesehatan antar
kementerian/lembaga dan pihak terkait.

Pasal24

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 bertujuan untuk:
a. melaksanakan pencegahan dan penanganan

permasalahan kebijakan di bidang Kesehatan;
b. menyinergikan dan mengonsolidasikan pelaksanaan

kebijakan di bidang Kesehatan
antarkementerian/lembaga dan pihak terkait; dan

c. mengakselerasikan pembangunan dan menguatkan
sistem Kesehatan.

Pasal 25

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dilakukan dengan memperhatikan transparansi,
kontinuitas, akuntabilitas, keprofesionalan, dan keterpaduan
pelayanan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Pasal 26

Koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan:
a. penelaahan terhadap berbagai informasi dan data yang

relevan atau berpengaruh terhadap proses akselerasi
pembangunan Kesehatan;

b. pen1rusunan strategi pencapaian dan prioritas program
dan kegiatan pembangunan Kesehatan;

c. penetapan kriteria dan indikator untuk penilaian
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
Kesehatan;

d. penilaian terhadap kondisi stabilitas dan ketahanan
sistem Kesehatan;

e. penetapan langkah koordinasi untuk mencegah krisis
Kesehatan dan memperkuat ketahanan sistem Kesehatan;
dan

f. koordinasi
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f. koordinasi peningkatan program Kesehatan masyarakat,
terutama yang bersifat promotif dan preventif.

Pasal 27
(1) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26 dibentuk forum koordinasi bidang
Kesehatan antarkementerian/ lembaga.

(21 Forum koordinasi bidang Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengarah dan
pelaksana.

(3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai
oleh menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan
koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di
bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan
dapat beranggotakan menteri koordinator lainnya.

(41 Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diketuai
oleh Menteri dan beranggotakan menteri/kepala lembaga
terkait.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi bidang
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahlun 2Ol2 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2
Nomor 193) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

SK No 275070A
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LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN KESEHATAN

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM PENGELOLAAN KESEHATAN

A.1. Kesehatan ibu, bayi dan anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia
A. UPAYA KESEHATAN

a. Kesehatan Ibu
Kementerian Kesehatan 1. Menetapkan standar pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

ibu.
2. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan ibu yang sesuai dengan standar, aman,

bermutu, dan terjangkau.
3. Menyediakan dan mengelola Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya

Kesehatan ibu.
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4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya
terkait penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu.

5. Men5rusun strategi komunikasi perubahan perilaku dalam Upaya Kesehatan ibu.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu pada

masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, dan pascapersalinan.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

1

2

3

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan
nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan ibu.
Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait
dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas
Kesehatan ibu secara berkala.
Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan
agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan ibu secara
berkala.

Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan ibu.
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Kementerian Dalam Negeri 1

2

Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelaraskan kebijakan, pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan yang
berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan
penyediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu.
Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka Upaya Kesehatan ibu.

Kementerian Sosial Melakukan pengelolaan data yang memuat data ibu dari keluarga miskin dalam rangka
penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan.

Kementerian Ketenagakerj aan 1 Menetapkan kebijakan atas pemenuhan hak bagi ibu yang bekerja untuk
mendapatkan antara lain:
a. perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja;
b. istirahat sebelum dan sesudah melahirkan serta yang mengalami keguguran

kandungan;
c. kesempatan sepatutnya untuk memberikan air susu ibu dengan fasilitas memadai

bila harus dilakukan di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

d. memperoleh cuti melahirkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. kemudahan akses untuk mendapatkan pelayanan bagi ibu hamil, bersalin, dan
nifas.
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2 Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja untuk
pemenuhan hak bagi ibu yang bekerja.

Kementerian
Pemasyarakatan

Imigrasi dan Men5rusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Upaya Kesehatan
ibu bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau lembaga
pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Memfasilitasi pelaksanaan edukasi, pencegahan penyakit atau masalah Kesehatan,
dan peningkatan Kesehatan ibu bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan
negara atau lembaga pemasyarakatan.
Memfasilitasi pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan dalam mendukung terlaksananya upaya peningkatan
Kesehatan ibu bagi tahanan atau narapidana.
Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
ibu bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau lembaga
pemasyarakatan.
Melakukan monitoring dan penegakan hukum dalam pelindungan Kesehatan pada
ibu.

2

3

1

4

5

Kementerian Pekerjaan Umum Melakukan pemenuhan kebutuhan fasilitas berupa ruangan khusus untuk ibu menyusui
pada tempat istirahat (rest area) di jalan tol.

Kementerian Pariwisata Melakukan pengembangan produk wisata tematik ramah perempuan seperti
Kesehatan kebugaran (wellness tourisml.

1
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2 Melakukan pemantauan dan evaluasi pengembangan desa wisata ramah perempuan
sesuai dengan pedoman desa wisata termasuk melalui kerja sama dengan fasilitas
pelayanan Kesehatan terdekat dalam rangka antisipasi kondisi bahaya, darurat, dan
bencana.

Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Menetapkan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk
memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan ibu sesuai dengan
kewenangan desa.

Kementerian
Pembangunan
Perencanaan
Nasional

Perencanaan
Nasional/Badan

Pembangunan

1. Menetapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka
panjang, menengah, dan tahunan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu,
termasuk penyusunan rencana kebijakan strategis sesuai penugasan tertentu dan
perkembangan pembangunan Kesehatan.

2. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari berbagai sumber
pembiayaan untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu.

3. Melaksanakan pemantallan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana
kerja untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan ibu.

Kementerian Pertanian Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi lintas sektor dan pemangku
kepentingan, terkait penyediaan bahan baku pangan dan bahan pangan yang aman
dan bermutu untuk Upaya Kesehatan ibu.
Memfasilitasi peningkatan produksi bahan baku pangan dan bahan pangan:
a. organik berkualitas; dan

1

2
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Badan Pangan Nasional Meningkatkan kesadaran ibu untuk mengonsumsi makanan beragam, bergizi seimbang,
dan aman berbasis potensi sumber daya lokal dalam rangka peningkatan Upaya
Kesehatan ibu, termasuk kepada ibu hamil dan men5rusui.

Badan Pengawas Obat dan
Makanan

1 Menerbitkan perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu untuk
pelayanan Upaya Kesehatan ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang digunakan dalam
Upaya Kesehatan ibu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

Riset dan InovasiBadan
Nasional

Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Kesehatan ibu.

Tentara Nasional Indonesia Menyelenggarakan Upaya Kesehatan ibu melalui upaya promotif, preventif, kuratif,
dan/atau rehabilitatif di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional
Indonesia.

Kepolisian Negara
Indonesia

Republik Menyelenggarakan Upaya Kesehatan ibu melalui upaya promotif, preventif, kuratif,
dan/atau rehabilitatif di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan milik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
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5. Menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku dalam Upaya Kesehatan bayi dan
anak.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan
anak, termasuk air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

1

2

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan
nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan bayi dan anak.
Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait
dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas
Kesehatan bayi dan anak secara berkala.
Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan
agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan bayi dan
anak secara berkala.

3

Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan bayi dan anak.
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Kementerian Dalam Negeri 1

2

Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelaraskan kebijakan, pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan yang
berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan
penyediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi
dan anak.
Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka Upaya Kesehatan bayi dan anak.

Kementerian Agama Mengintegrasikan pendidikan tentang hak Kesehatan anak, kesadaran Kesehatan anak,
dan pencegahan kekerasan anak pada madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan
keagamaan di bawah koordinasi Kementerian Agama.

Kementerian
Pemasyarakatan

Imigrasi dan

2

3

1 Men5rusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Upaya Kesehatan
bayi dan anak bagi bayi dan anak dari tahanan atau narapidana di rumah tahanan
negara atau lembaga pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Memfasilitasi pelaksanaan edukasi, pencegahan penyakit atau masalah Kesehatan,
dan peningkatan Kesehatan bagi bayi dan anak dari tahanan atau narapidana di
rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
Memfasilitasi pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan dalam mendukung terlaksananya Upaya Kesehatan bayi
dan anak bagi bayi dan anak dari tahanan atau narapidana.
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4

5

Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
bagi bayi dan anak dari tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan.
Melakukan monitoring dan penegakan hukum dalam pelindungan Kesehatan pada
bayi dan anak dari tahanan atau narapidana.

Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah

Mengintegrasikan pendidikan tentang hak Kesehatan peserta didik, kesadaran Kesehatan
peserta didik, dan pencegahan kekerasan peserta didik pada pendidikan anak usia dini,
jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Kementerian Sosial Memberikan perlindungan sosial dan layanan rehabilitasi sosial bagi bayi dan anak
korban kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan ketentuan peraturan perLlndang-
undangan.
Menyelenggarakan program kegiatan dan penganggaran untuk pengasuhan alternatif
melalui keluarga pengganti atau lembaga asuhan anak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi dalam penyelenggaraan
pengasuhan anak melalui keluarga pengganti dan lembaga asuhan anak.

1

2

3

Kementerian Komunikasi dan
Digital

Mengoordinasikan pengelolaan danf atau penggunaan kanal komunikasi publik berbagi
pakai untuk pelaksanaan diseminasi dan edukasi yang tepat mengenai Upaya Kesehatan
bayi dan anak, termasuk air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu.
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Kementerian Perindustrian Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri yang memproduksi susu
formula bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya serta makanan pendamping
air susu ibu dalam pemenuhan mutu dan persyaratan produk.

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

1. Menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan dalam Upaya Kesehatan bayi dan
anak melalui upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif.

2. Menyelenggarakan program, kegiatan, dan penganggaran untuk peningkatan kualitas
anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan
tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak usia dini sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi dalam penyelenggaraan
pengasuhan anak usia dini melalui keluarga dan komunitas.

4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam Upaya Kesehatan bayi dan anak
melalui pengasuhan anak usia dini berbasis siklus hidup.

5. Menyelenggarakan layanan terpadu pengasuhan anak usia dini berkoordinasi
dengan Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya
dalam upaya peningkatan Kesehatan anak usia dini.

6. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya
terkait Upaya Kesehatan bayi dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Kementerian Pertanian 1

2

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi lintas sektor dan pemangku
kepentingan terkait penyediaan bahan baku pangan dan bahan pangan yang aman
dan bermutu untuk Upaya Kesehatan bayi dan anak.
Memfasilitasi peningkatan produksi bahan baku pangan dan bahan pangan:
a. organik berkualitas;
b. dengan penambahan nutrisi; dan
c. khusus bagi bayi dan anak berkebutuhan khusus,
untuk Upaya Kesehatan bayi dan anak.
Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi pangan yang
aman dan bermutu untuk Upaya Kesehatan bayi dan anak.

3

Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Menetapkan kebijakan persyaratan keamanan, mutu, gizi, dan label susu formula
bayi dan/atau produk pengganti air susu ibu lainnya serta makanan pendamping air
susu ibu.
Menerbitkan perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan
termasuk pangan olahan keperluan medis khusus sesuai standar dan/atau
persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu untuk pelayanan Upaya
Kesehatan bayi dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

2
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3 Melakukan pengawasan susu formula bayi, produk pengganti air susu ibu lainnya,
makanan pendamping air susu ibu, sediaan farmasi, dan pangan olahan, termasuk
pangan olahan untuk keperluan gizi khusus yang digunakan dalam Upaya Kesehatan
bayi dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Riset dan Inovasi
Nasional

Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Kesehatan bayi dan
anak.

Tentara Nasional Indonesia Menyelenggarakan Upaya Kesehatan bayi dan anak melalui upaya promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan milik
Tentara Nasional Indonesia.

Kepolisian Negara
Indonesia

Republik Menyelenggarakan Upaya Kesehatan bayi dan anak melalui upaya promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan milik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Desa 1. Menetapkan kebijakan terkait Upaya Kesehatan bayi dan anak, termasuk pemberian
imunisasi dan pelayanan Kesehatan untuk korban kekerasan bayi dan anak tanpa
diskriminasi sesuai dengan kewenangan desa.

2. Memberdayakan masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan bayi dan
anak sesuai dengan kewenangan desa.

3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya Upaya Kesehatan bayi
dan anak di desa.
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4 Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan bayi dan
anak.

c Kesehatan Remaja
Kementerian Kesehatan 1. Menetapkan standar pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

remaja.
2. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan remaja yang sesuai dengan standar, aman,

bermutu, dan terjangkau.
3. Menyediakan dan mengelola Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya

Kesehatan remaja.
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah

Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya
terkait penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.

5. Men5rusun strategi komunikasi perubahan perilaku dalam Upaya Kesehatan remaja.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

1

2

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan
nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan remaja.
Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait
dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas
Kesehatan remaja secara berkala.

SK No 121358 C

3. Melakukan



PRESIDEN
REPUBUK INDONESIA

-17-

3 Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan
agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan remaja
secara berkala.

Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan
masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan remaja sesuai dengan
kewenangan desa.

Kementerian Dalam Negeri 1 Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelaraskan kebijakan, pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan yang
berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan
penyediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan
remaja.
Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka Upaya Kesehatan remaja.

2

Kementerian Agama Mengintegrasikan pendidikan tentang hak Kesehatan remaja, kesadaran Kesehatan
remaja, dan pencegahan kekerasan remaja pada madrasah, pesantren, dan satuan
pendidikan keagamaan di bawah koordinasi Kementerian Agama.

1
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Memfasilitasi remaja untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi Upaya Kesehatan remaja di madrasah, pesantren, dan
satuan pendidikan keagamaan di bawah koordinasi Kementerian Agama serta
pemberdayaan konselor remaja dan/atau kader Kesehatan remaja.

2

Kementerian
Pemasyarakatan

Imigrasi dan 1 Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Upaya Kesehatan
remaja bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak binaan di lembaga
penempatan anak sementara atau lembaga pembinaan khusus anak berkoordinasi
dengan Kementerian Kesehatan.
Memfasilitasi pelaksanaan edukasi, pencegahan, dan peningkatan Kesehatan remaja
bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak binaan di lembaga penempatan
anak sementara atau lembaga pembinaan khusus anak.
Memfasilitasi pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di lembaga penempatan anak
sementara atau lembaga pembinaan khusus anak dalam mendukung terlaksananya
Upaya Kesehatan remaja bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak
binaan.
Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
remaja bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak binaan di lembaga
penempatan anak sementara atau lembaga pembinaan khusus anak.
Melakukan monitoring dan penegakan hukum dalam pelindungan Kesehatan pada
remaja.

2

3

4

5
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Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah

Mengintegrasikan pendidikan tentang hak Kesehatan peserta didik, kesadaran Kesehatan
peserta didik, dan pencegahan kekerasan peserta didik pada jenjang pendidikan dasar
dan jenjang pendidikan menengah.

Kementerian Komunikasi dan
Digital

Mengoordinasikan pengelolaan danf atau penggunaan kanal komunikasi publik berbagi
pakai untuk pelaksanaan diseminasi dan edukasi yang tepat mengenai Upaya Kesehatan
remaja.

Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Menetapkan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk
memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan remaja sesuai
dengan kewenangan desa.

Kementerian
Pembangunan
Perencanaan
Nasional

Perencanaan
Nasional/Badan

Pembangunan

1. Menetapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan jangka
panjang, menengah, dan tahunan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja,
termasuk pen5rusunan rencana kebijakan strategis sesuai penugasan tertentu dan
perkembangan pembangunan Kesehatan.

2. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dari berbagai sumber
pembiayaan untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaj a.

3. Melaksanakan pemantallan, pengendalian, dan evaluasi atas pelaksanaan rencana
kerja untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.
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Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

1. Menyelenggarakan program, kegiatan, dan penganggaran untuk peningkatan
kesadaran terhadap pemenuhan hak Kesehatan remaja, termasuk imunisasi dan
pencegahan kekerasan terhadap remaja secara inklusif.

2. Menyelenggarakan layanan terpadu bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus, termasuk remaja.

3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan/atau
kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pelayanan Kesehatan pada anak yang
memerlukan perlindungan khusus termasuk remaja tanpa diskriminasi.

Kementerian
Olahraga

Pemuda dan 1. Mengintegrasikan promosi Kesehatan dalam program kepemudaan termasuk
penumbuhan kesadaran hak pemuda terhadap pelindungan dari bahaya destruktif.

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.

Kementerian Ekonomi
Kreatif lBadan Ekonomi Kreatif

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang ekonomi kreatif.

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan KeluargalBadan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

1 Memfasilitasi akses konseling, informasi, dan edukasi tentang Kesehatan remaja,
pencegahan kekerasan remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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2

3

Menggerakkan partisipasi remaja secara aktif dalam Upaya Kesehatan remaja,
keterampilan hidup, pencegahan kekerasan remaja, pendewasaan usia perkawinan,
dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja di daerah provinsi dan daerah
kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menggerakkan partisipasi orangtua yang memiliki remaja secara aktif dalam upaya
mewujudkan kesehatan remaja, pendewasaan usia perkawinan, dan penyiapan
kehidupan berkeluarga bagi remaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Badan
Makanan

Pengawas Obat dan Menerbitkan perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu untuk
pelayanan Upaya Kesehatan remaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang digunakan dalam
Upaya Kesehatan remaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1

2

Badan Riset dan Inovasi
Nasional

Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Kesehatan remaja

Badan Pangan Nasional Melakukan sosialisasi kepada remaja sebagai calon pengantin untuk mengonsumsi
makanan beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi sumber daya lokal dalam
menyiapkan masa kehamilan.

SK No 121363 C

Kepolisian



FRESIDEN
REPUBUK INDONES'A

-22-

Kepolisian
Indonesia

Negara Republik 1. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan remaja melalui upaya promotif, preventif,
kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di fasilitas pelayanan Kesehatan milik
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Melakukan pembinaan dan meningkatkan partisipasi remaja, Kesehatan reproduksi
pada remaja, kesadaran hukum remaja, serta ketaatan remaja terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan di bidang lalu lintas
berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.

3. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada remaja tentang pentingnya keamanan,
ketertiban, dan mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya.

4. Menyelenggarakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan
zat adiktif lain.

Pemerintah Desa 1. Menetapkan kebijakan terkait Upaya Kesehatan remaja, termasuk pemberian
imunisasi dan pelayanan Kesehatan untuk korban kekerasan remaja tanpa
diskriminasi sesuai dengan kewenangan desa.

2. Memberdayakan masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan remaja
sesuai dengan kewenangan desa.

3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya Upaya Kesehatan remaja
di desa.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan remaja.
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2. Menyelenggarakan kampus sehat pada pendidikan tinggi berdasarkan norma,
standar, prosedur, dan kriteria.

3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan kampus sehat.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kampus sehat bersama
Kementerian Kesehatan.

Kementerian Ketenagakerj aan 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan Kesehatan kerja dalam
pelaksanaan Upaya Kesehatan dewasa.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja selain penyelenggara
negara untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial Kesehatan
dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kementerian Komunikasi dan
Digital

Mengoordinasikan pengelolaan danf atau penggunaan kanal komunikasi publik berbagi
pakai untuk pelaksanaan diseminasi dan edukasi yang tepat mengenai Upaya Kesehatan
dewasa.

Kementerian Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal

Menetapkan kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk
memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dewasa sesuai dengan
kewenangan desa.
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4. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka menyiapkan sumber
daya manusia terkait Kesehatan perempuan melalui organisasi kemasyarakatan.

5. Menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan yang memerlukan perlindungan
khusus.

6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan/atau
kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pelayanan Kesehatan pada perempuan
yang memerlukan perlindungan khusus tanpa diskriminasi.

Kementerian
Olahraga

Pemuda dan 1. Mengintegrasikan promosi Kesehatan dalam program kepemudaan termasuk
penumbuhan kesadaran hak pemuda terhadap pelindungan dari bahaya destruktif.

2. Meningkatkan partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan dalam
penyelenggaraan Upaya Kesehatan dewasa.

Badan Pengawas Obat dan
Makanan

Menerbitkan perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu untuk
pelayanan Upaya Kesehatan dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang digunakan dalam
Upaya Kesehatan dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan.

1

2

Badan Riset dan Inovasi
Nasional

Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Kesehatan dewasa
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Tentara Nasional Indonesia Menyelenggarakan Upaya Kesehatan dewasa berupa promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif di fasilitas pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional
Indonesia.

Kepolisian
Indonesia

Negara Republik Menyelenggarakan Upaya Kesehatan dewasa melalui upaya promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif, dan/atau paliatif di fasilitas pelayanan Kesehatan milik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa 1. Menetapkan kebijakan terkait Upaya Kesehatan dewasa termasuk pelayanan
Kesehatan untuk korban kekerasan dewasa tanpa diskriminasi sesuai dengan
kewenangan desa.

2. Memberdayakan masyarakat desa untuk ikut serta dalam melaksanakan Upaya
Kesehatan dewasa sesuai dengan kewenangan desa.

3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya Upaya Kesehatan
dewasa di desa.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan dewasa.

e Kesehatan Lanjut Usia
Kementerian Kesehatan 1. Menetapkan standar pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan

lanjut usia.
2. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan lanjut usia yang sesuai dengan standar, aman,

bermutu, dan terjangkau.
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Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan kebijakan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia miskin,
hidup sendiri, atau terlantar.

Kementerian Dalam Negeri 1 Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelaraskan kebijakan, pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan yang
berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan
penyediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan lanjut
usia.
Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka Upaya Kesehatan lanjut usia.

2

Kementerian
Pemasyarakatan

Imigrasi dan Men5rusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Upaya Kesehatan
lanjut usia bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau lembaga
pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Memfasilitasi pelaksanaan edukasi, pencegahan, dan peningkatan Kesehatan lanjut
usia bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau lembaga
pemasyarakatan.
Memfasilitasi pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di lembaga pemasyarakatan atau
rumah tahanan dalam mendukung terlaksananya Upaya Kesehatan lanjut usia bagi
tahanan atau narapidana.

1

2

3
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4

5

Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
lanjut usia bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau lembaga
pemasyarakatan.
Melakukan monitoring dan penegakan hukum dalam pelindungan Kesehatan pada
lanjut usia.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

1. Mengintegrasikan materi ajar Kesehatan lanjut usia dalam bahan ajar program studi
yang relevan.

2. Menetapkan kebijakan yang mendorong pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang mendukung Kesehatan
lanjut usia.

Kementerian Sosial 1. Menetapkan standar rehabilitasi sosial bagi lanjut usia terlantar.
2. Menetapkan kebijakan perlindungan sosial termasuk bagi lanjut usia miskin.
3. Memberikan perlindungan sosial bagi lanjut usia miskin dan rehabilitasi sosial bagi

lanjut usia terlantar sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.
4. Melakukan supervisi dalam perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial bagi lanjut

usia miskin dan lanjut usia terlantar.
Kementerian Ketenagakerj aan 1. Menetapkan kebijakan yang mendukung kesempatan kerja bagi lanjut usia.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja selain penyelenggara
negara untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial Kesehatan
dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Kementerian Pekerjaan Umum 1. Menetapkan kebijakan penyediaan infrastruktur yang berkelanjutan bagi lanjut usia.
2. Menetapkan standar teknis fasilitas bangunan gedung serta fasilitas umum atau

publik yang ramah bagi lanjut usia.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana umum atau publik yang ramah bagi

lanjut usia.
4. Melakukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang berkelanjutan dilengkapi

dengan sanitasi dan air minum dalam lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

Kementerian Perumahan dan
Kawasan Permukiman

1. Menyusun pedoman dalam penyediaan prasarar,a dan sarana yang ramah lanjut usia
pada perumahan dan kawasan permukiman.

2. Memfasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang ramah bagi lanjut usia
pada lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.

Kementerian Perhubungan 1. Menyediakan fasilitas dan sarana transportasi umum yang ramah lanjut usia.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas dan sarana transportasi

umum yang ramah lanjut usia.

Kementerian Komunikasi dan
Digital

Mengoordinasikan pengelolaan danf atau penggunaan kanal komunikasi publik berbagi
pakai untuk pelaksanaan diseminasi dan edukasi yang tepat mengenai Upaya Kesehatan
lanjut usia.
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3 Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan
masyarakat dan perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi pangan yang
aman dan bermutu untuk Upaya Kesehatan lanjut usia.

Kementerian Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

Memberikan edukasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait pemberdayaan
lanjut usia dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

Kementerian Pariwisata Menyediakan penyelenggaraan kegiatan pariwisata ramah lanjut usia

Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak

1. Melakukan pemantauan ketersediaan layanan pengaduan dan pendampingan yang
responsif dan berperspektif korban bagi perempuan lanjut usia korban kekerasan.

2. Memfasilitasi pelayanan Kesehatan bagi perempuan lanjut usia korban kekerasan
yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional
dengan kementerian/ lembaga terkait.

3. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada kementerian/lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam program,
kegiatan, dan anggaran terkait dengan Kesehatan lanjut usia melalui
penyelenggaraan pengarulsutamaan gender.

4. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka menyiapkan sumber
daya manusia terkait Kesehatan lanjut usia melalui organisasi kemasyarakatan.

5. Menyelenggarakan layanan terpadu bagi perempuan yang memerlukan perlindungan
khusus.
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6. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan/atau
kementerian/lembaga terkait lainnya dalam pelayanan Kesehatan pada perempuan
yang memerlukan perlindungan khusus tanpa diskriminasi.

Kementerian Perindustrian Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri pangan olahan dalam
pemenuhan mutu pangan olahan yang menunjang Kesehatan lanjut usia.

Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan KeluargalBadan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial dalam
penggerakan masyarakat untuk Kesehatan dan kesejahteraan lanjut usia.

2. Melakukan pembinaan partisipasi keluarga dalam mendukung Kesehatan dan
kesejahteraan lanjut usia.

3. Mengembangkan potensi lanjut usia dan keluarga yang memiliki anggota keluarga
lanjut usia untuk berupaya memberikan peluang, bimbingan, dan motivasi untuk
membantu lanjut usia mengembangkan potensinya.

4. Melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi dalam penyelenggaraan
pendampingan lanjut usia melalui keluarga dan komunitas.

5. Meningkatkan kualitas hidup lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi
keluarga dan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk berperan dalam
kehidupan berkeluarga.

Makanan
Pengawas Obat dan 1 Menerbitkan perizinan berusaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai

standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu untuk Upaya
Kesehatan lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang digunakan dalam
Upaya Kesehatan lanjut usia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2

dan InovasiBadan Riset
Nasional

Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan pengkajian di bidang Kesehatan lanjut
usla

Tentara Nasional Indonesia Menyelenggarakan Upaya Kesehatan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif , danlatau paliatif di fasilitas pelayanan Kesehatan milik Tentara Nasional
Indonesia.

Kepolisian
Indonesia

Negara Republik Menyelenggarakan Upaya Kesehatan lanjut usia melalui upaya promotif, preventif, kuratif,
rehabilitatif , danlatau paliatif di fasilitas pelayanan Kesehatan milik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Pemerintah Desa 1. Menetapkan kebijakan terkait Upaya Kesehatan lanjut usia, termasuk pelayanan
Kesehatan tanpa diskriminasi sesuai dengan kewenangan desa.

2. Memberdayakan masyarakat desa untuk memenuhi pelayanan Kesehatan lanjut usia
dalam Upaya Kesehatan lanjut usia sesuai dengan kewenangan desa.

3. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya Upaya Kesehatan lanjut
usia di desa.

4. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kesehatan lanjut usia.

SK No 121379 C

A.2. Kesehatan



FRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

A.2. Kesehatan Pe Disabilitas

Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

1 Melakukan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan
kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan
nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan penyandang disabilitas.

Kementerian Kesehatan 1. Menetapkan standar pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas.

2. Menyediakan dan mengelola Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan Upaya
Kesehatan penyandang disabilitas.

3. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah
Daerah kabupatenfkota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas, termasuk dalam
mengatasi stigma.

4. Menyelenggarakan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas yang sesuai dengan
standar, aman, bermutu, dan terjangkau.

5. Men5rusun strategi komunikasi perubahan perilaku dalam Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas.

6. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang
disabilitas.
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2

3

Melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait
dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas
Kesehatan penyandang disabilitas secara berkala.
Melakukan pemantauan, evaluasi, analisis, dan pelaporan dalam rangka sinkronisasi
dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga terkait dengan isu dan
agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas Kesehatan
penyandang disabilitas secara berkala.

1. Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyelaraskan kebijakan, pemenuhan sumber daya manusia Kesehatan yang
berkualitas, penyediaan fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar, dan
penyediaan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas.

2. Menetapkan kebijakan yang ditujukan kepada Pemerintah Desa untuk
memberdayakan masyarakat dalam rangka Upaya Kesehatan penyandang disabilitas.

3. Melakukan koordinasi serta pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah
dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan penyandang disabilitas.

Kementerian Koordinator Bidang
Pemberdayaan Masyarakat

Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan
kementerian dalam penyelenggaraan kebijakan terkait penetapan standar perlindungan
sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.

Kementerian Dalam Negeri
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4. Memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Upaya
Kesehatan.

5. Menyediakan sistem informasi dan data penyandang disabilitas yang dapat
digunakan oleh kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kementerian
Pemasyarakatan

Imigrasi dan

2

1 Men5rusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan.
Memfasilitasi pelaksanaan edukasi, pencegahan penyakit atau masalah Kesehatan,
dan peningkatan Kesehatan penyandang disabilitas bagi tahanan atau narapidana di
rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
Memfasilitasi pemenuhan Sumber Daya Kesehatan di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan dalam mendukung terlaksananya Upaya Kesehatan
penyandang disabilitas bagi tahanan atau narapidana.
Melakukan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan Kesehatan
penyandang disabilitas bagi tahanan atau narapidana di rumah tahanan negara atau
lembaga pemasyarakatan.
Melakukan monitoring dan penegakan hukum dalam pelindungan Kesehatan
penyandang disabilitas.

3

4

5
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Kementerian Hak Asasi Manusia 1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan Kesehatan khusus bagi penyandang
disabilitas.

2. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah dalam pencegahan penelantaran terhadap penyandang
disabilitas.

3. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di
bidang Kesehatan terhadap penyandang disabilitas.

4. Melakukan penguatan hak asasi manusia melalui komunikasi, informasi, dan
edukasi tentang penghapusan praktik pemasungan serta hak penyandang disabilitas
kepada petugas panti sosial, sumber daya manusia Kesehatan, aparatur desa, dan
masyarakat yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas.

Kementerian Agama Mengintegrasikan edukasi Kesehatan bagi penyandang disabilitas ke dalam proses
kegiatan belajar di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan di
bawah koordinasi Kementerian Agama.
Meningkatkan kemampuan madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan
di bawah koordinasi Kementerian Agama serta kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk melakukan deteksi dini sederhana serta mendukung intervensi
Kesehatan dalam layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas anak
hingga dewasa.

1

2

3. Memfasilitasi. . .
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3. Memfasilitasi penelitian dan kajian yang mendukung Kesehatan penyandang
disabilitas.

4. Memfasilitasi edukasi serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan kepada
penyandang disabilitas melalui madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan
keagamaan di bawah koordinasi Kementerian Agama.

5. Memfasilitasi penyediaan dan kecukupan institusi pendidikan yang meluluskan
tenaga medis, tenaga Kesehatan, serta tenaga profesional lain terkait Kesehatan
penyandang disabilitas.

Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah

Mengintegrasikan pendidikan Kesehatan bagi peserta didik penyandang disabilitas pada
pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.

Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi

1. Mengintegrasikan edukasi Kesehatan bagi penyandang disabilitas ke dalam proses
kegiatan belajar di perguruan tinggi.

2. Meningkatkan kemampuan perguruan tinggi dan kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan untuk melakukan deteksi dini sederhana serta mendukung intervensi
Kesehatan dalam layanan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dewasa
hingga lanjut usia.

3. Menetapkan kebijakan yang mendorong pelaksanaan kegiatan penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang mendukung Kesehatan
penyandang disabilitas.
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